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Abstract 
The refusal of patient treatment by hospitals is a crucial issue that has legal and ethical consequences 
in health services in Indonesia. This study aims to conduct a normative review of Article 192 of Health 
Law No. 17 of 2023, which regulates the refusal of patient treatment and identifies the implications of 
legal responsibility that must be borne by hospitals. A normative juridical method was used by 
analysing the relevant legal provisions, doctrines, and jurisprudence to understand the meaning, 
scope, and legal impact of the article. The results of the study show that Article 192 provides a clear 
legal basis for hospitals to refuse treatment based on valid reasons and transparent procedures. 
However, this provision also requires hospitals to be civilly, criminally, and administratively liable if the 
refusal is carried out improperly. This study recommends improving legal compliance and 
transparency in the implementation of refusal procedures to ensure the protection of patient rights and 
reduce the risk of legal disputes. 
Keywords: Article 192, Health Law No. 17 of 2023, Refusal of Treatment, Legal Responsibility, 
Hospitals, Normative Study. 
 

Abstrak 
Penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit merupakan isu krusial yang menimbulkan 
konsekuensi hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
melakukan kajian normatif terhadap Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mengatur 
tentang penolakan pengobatan pasien serta mengidentifikasi implikasi tanggung jawab hukum yang 
harus dipikul oleh rumah sakit. Metode normatif yuridis digunakan dengan menganalisis ketentuan 
hukum, doktrin, serta yurisprudensi terkait untuk memahami makna, ruang lingkup, dan dampak 
hukum pasal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 192 memberikan landasan hukum 
yang jelas kepada rumah sakit untuk melakukan penolakan pengobatan berdasarkan alasan yang sah 
dan prosedur yang transparan. Namun, ketentuan ini juga menuntut rumah sakit untuk bertanggung 
jawab secara perdata, pidana, dan administratif apabila penolakan dilakukan secara tidak sesuai. 
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kepatuhan hukum dan transparansi dalam 
pelaksanaan prosedur penolakan guna menjamin perlindungan hak pasien dan mengurangi risiko 
sengketa hukum. 
Kata Kunci: Pasal 192, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, Penolakan Pengobatan, Tanggung Jawab 
Hukum, Rumah Sakit, Kajian Normatif. 
 
Pendahuluan 

Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan salah satu regulasi terbaru yang 

mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi ini 
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diharapkan dapat menjawab tantangan dan dinamika di sektor kesehatan, khususnya dalam 

hubungan antara penyedia layanan dan pasien. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 

192 yang mengatur tentang penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit atau penyedia layanan 

kesehatan. Pasal ini memiliki karakter normatif yang sangat penting sebagai landasan hukum dan 

prinsip pelayanan Kesehatan (Lidz et al., 1986). 

Penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit merupakan isu yang sensitif dan seringkali 

menimbulkan konflik antara hak pasien atas pelayanan kesehatan dan kewajiban rumah sakit sebagai 

penyedia layanan medis. Dalam praktik, penolakan tersebut dapat berdampak serius terhadap kondisi 

kesehatan pasien, bahkan berujung pada tuntutan hukum. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang 

mengatur penolakan pengobatan harus memiliki kejelasan, kepastian hukum, dan memberikan 

perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat (Al-Wathinani, 2023). 

Kajian terhadap Pasal 192 UU Kesehatan berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara 

mendalam isi, maksud, dan tujuan dari ketentuan tersebut dalam konteks hukum yang berlaku. Sebab 

ketidakjelasan dalam ketentuan ini dapat menimbulkan implikasi yang merugikan bagi pasien maupun 

rumah sakit (Miller & Brody, 2011).  

Dalam hukum kesehatan, pengaturan mengenai hak pasien merupakan salah satu elemen 

utama yang harus dipenuhi. Pasal 192 UU Kesehatan memperlihatkan bagaimana legislator 

memposisikan hak pasien untuk mendapatkan akses pengobatan dan perlakuan medis. Sebaliknya, 

pasal ini juga membawa konsekuensi hukum bagi rumah sakit ketika melakukan penolakan (Ariyanto, 

2023).  

Penolakan pengobatan tidak hanya menimbulkan polemik dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi 

etika kedokteran dan pelayanan publik. Keterbatasan sumber daya kesehatan dan kondisi tertentu 

terkadang menjadi alasan rumah sakit melakukan penolakan. Namun, aspek hukum tetap menuntut 

adanya standar pelayanan yang tidak mengabaikan hak dasar pasien (Mappatoba, 2022).  

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar 

dalam menjalankan fungsi sosialnya, termasuk dalam memberikan pengobatan yang dibutuhkan 

pasien. Tanggung jawab hukum rumah sakit atas penolakan pengobatan menjadi topik relevan, 

karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, tata usaha negara, maupun 

pidana (Dhanudibroto, 2025). Oleh karena itu, pemahaman normatif Pasal 192 sangat penting untuk 

mengantisipasi risiko hukum bagi rumah sakit. 

Seiring dengan berkembangnya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, penting bagi 

regulasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Pasal 192 

dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme pengaturan supaya penolakan pengobatan tidak 

dilakukan semena-mena dan selalu berdasarkan alasan hukum yang jelas. Ketidakpastian hukum 

atau ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 192 turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem pelayanan kesehatan. Pasien yang mengalami penolakan pengobatan dapat merasa 

dirugikan dan haknya terabaikan. Di sisi lain, rumah sakit yang berhadapan dengan tuntutan hukum 

juga memerlukan kepastian normatif agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa 

risiko berlebihan (Kapp, 2010). 

Persoalan penolakan pengobatan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab rumah sakit 

tidak hanya pada aspek medis tetapi juga aspek administrasi dan hukum. Oleh karena itu, penting 

sekali untuk memahami dimensi hukum yang melekat pada penolakan tersebut.  
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Berdasarkan uraian di atas, kajian normatif terhadap Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 Tahun 

2023 menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam konteks penolakan pengobatan serta implikasi 

tanggung jawab hukum rumah sakit. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya memberikan 

kontribusi akademis tetapi juga rekomendasi kebijakan yang bermakna untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan kesehatan di Indonesia (Gostin, 2000). 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif yuridis, yaitu 

pendekatan yang berfokus pada studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait Pasal 192 UU 

Kesehatan No. 17 Tahun 2023 (Eliyah & Aslan, 2025). Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademis untuk memahami isi, makna, 

dan implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dan 

kritis untuk mengungkap hubungan normatif antara penolakan pengobatan pasien dan tanggung 

jawab hukum rumah sakit, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan 

rekomendasi yang relevan dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia (Ferrari, 2020). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kajian Normatif Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Penolakan Pengobatan 

Pasien 

Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 merupakan ketentuan hukum yang secara 

khusus mengatur mengenai kemungkinan penolakan pengobatan terhadap pasien oleh rumah sakit 

atau penyedia layanan kesehatan. Pasal ini berfungsi untuk memberikan batasan dan aturan yang 

jelas dalam praktik pelayanan kesehatan, agar penolakan pengobatan tidak dilakukan secara 

semena-mena dan tetap memperhatikan hak-hak pasien. Secara normatif, pasal ini mendasari 

hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, menegaskan tanggung jawab hukum dan hak pasien 

dalam konteks pengobatan (Gostin, 2000). 

Ketentuan di Pasal 192 UU Kesehatan membuka peluang bagi rumah sakit untuk melakukan 

penolakan pengobatan dalam kondisi tertentu yang diatur secara hukum. Hal ini penting karena dalam 

praktik pelayanan kesehatan, tidak semua permintaan pengobatan dapat dipenuhi karena berbagai 

alasan, seperti keterbatasan fasilitas, ketidakmampuan medis, atau alasan etik tertentu. Pasal ini 

merumuskan ketentuan normatif yang harus dipenuhi agar penolakan tersebut dapat diterima secara 

hukum dan tidak menimbulkan sengketa (Beauchamp & Childress, 2013). 

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 192 mencerminkan prinsip proporsionalitas dan 

keadilan di dalam pelayanan kesehatan. Pasal ini tidak memperbolehkan penolakan pengobatan 

tanpa alasan yang sah dan jelas, sehingga rumah sakit harus mempertimbangkan berbagai faktor 

sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini penting untuk melindungi hak pasien agar tidak dirugikan 

serta menjamin bahwa penolakan hanya dilakukan dalam batas yang dibenarkan secara hukum 

(Irianto, 2021). 

Dari segi substansi, Pasal 192 mengandung unsur-unsur yang mengatur syarat dan batasan 

penolakan pengobatan. Ketentuan ini secara normatif memperjelas kapan dan bagaimana rumah 

sakit dapat menolak pengobatan, termasuk kondisi-kondisi tertentu yang diizinkan seperti keadaan 
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kegawatdaruratan, kapasitas rumah sakit, atau kesesuaian medis. Dengan demikian, pasal ini 

berfungsi sebagai pedoman hukum yang menata tata cara pelaksanaan pelayanan medis yang 

berkeadilan (Jannah & Wairocana, 2023). 

Secara normatif, Pasal 192 juga bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan antara 

pasien dan rumah sakit. Pasien mendapatkan perlindungan hak atas pengobatan yang layak dan tidak 

diskriminatif, sedangkan rumah sakit memiliki ruang hukum untuk mengelola pelayanan berdasarkan 

kapasitas dan kemampuan yang tersedia (Wahyati Yustina & Setiawan Limijadi, 2025). Pasal ini 

menjaga keseimbangan tersebut agar hubungan hukum dan sosial antara pasien dan rumah sakit 

dapat berjalan harmonis dan profesional. Ketentuan mengenai penolakan pengobatan ini jika ditelaah 

secara yuridis sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Hak 

pasien untuk mendapatkan pengobatan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan 

berbagai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, Pasal 192 memberikan batasan yang ketat 

agar hak ini tidak dilanggar melalui tindakan penolakan yang tidak berdasar (Kuswandi, 2019). 

Namun, penerapan Pasal 192 juga harus memperhatikan situasi dan kondisi nyata di 

lapangan. Ada kalanya penolakan pengobatan dilakukan karena alasan objektif seperti kekurangan 

fasilitas, tenaga medis, atau kriteria medis pasien yang tidak memungkinkan penanganan tertentu. 

Oleh sebab itu, analisis normatif menekankan bahwa penolakan harus diawali dengan alasan yang 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Khresna Aji et al., 2025). 

Dalam konteks hukum positif, Pasal 192 perlu dipahami secara harmonis dengan ketentuan 

lain dalam UU Kesehatan maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak dan kewajiban 

pasien dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini memperkuat posisi pasal tersebut sebagai bagian 

integral dari sistem hukum kesehatan nasional yang menyeluruh dan saling melengkapi (Wijayanti et 

al., 2025). 

Dari perspektif normatif, penting juga untuk mengkaji bagaimana Pasal 192 berinteraksi 

dengan prinsip etika kedokteran dan pelayanan publik. Penolakan pengobatan tidak hanya soal 

kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga soal integritas profesional dan tanggung jawab sosial rumah 

sakit. Pasal ini menjadi titik temu antara nilai-nilai hukum dan etika dalam praktek medis. Dalam 

praktiknya, penolakan pengobatan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan normatif yang 

diatur Pasal 192 berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik di bidang perdata, pidana, 

maupun administrative (De Renzi, 2022). Oleh karenanya, Pasal 192 bukan hanya norma hukum 

biasa, melainkan juga alat kontrol hukum yang memberikan sanksi atau tanggung jawab hukum 

kepada penyedia layanan bila melakukan penolakan secara tidak sah. 

Penafsirannya dalam kajian normatif harus menekankan bahwa Pasal 192 tidak 

menghilangkan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis secara maksimal sesuai 

kapasitasnya. Penolakan yang diperbolehkan hanyalah yang didasarkan pada alasan legal dan 

objektif, bukan alasan diskriminatif atau semena-mena. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas dan 

transparansi menjadi aspek yang menonjol (Kohn & Bloche, 2012). Selain itu, Pasal 192 perlu menjadi 

acuan bagi pembuatan pedoman teknis dan standar operative prosedur (SOP) pelayanan di rumah 

sakit, agar pelaksanaan penolakan pengobatan dapat dilakukan dengan prosedur yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketentuan normatif ini berfungsi sebagai fondasi 

hukum sekaligus praktik (Widdershoven, 2011). 
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Kajian normatif terhadap Pasal 192 juga menyoroti kemungkinan potensi konflik hukum yang 

muncul akibat perbedaan tafsir antara pasien dan rumah sakit. Oleh karena itu, penting adanya upaya 

harmonisasi dan sosialisasi ketentuan untuk menghindari kesalahpahaman serta sengketa hukum 

yang berujung pada litigasi yang merugikan semua pihak. 

Secara keseluruhan, kajian normatif ini menegaskan bahwa Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 

Tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang vital dalam mengatur penolakan pengobatan pasien 

dengan memastikan adanya keseimbangan antara hak pasien dan tanggung jawab rumah sakit. 

Ketentuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola 

pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan profesional demi terlaksananya pelayanan kesehatan 

yang bermartabat di Indonesia. 

 

Implikasi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Penolakan Pengobatan Pasien 

Penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit merupakan tindakan yang tidak hanya 

berdampak pada kondisi medis pasien, tetapi juga memunculkan berbagai konsekuensi hukum yang 

signifikan. Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan memiliki kewajiban hukum yang 

melekat untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar profesi, aturan perundang-undangan, 

serta etika profesi (Gillon, 2003). Ketika penolakan pengobatan dilakukan tanpa dasar yang sah dan 

prosedur yang tepat, rumah sakit tidak hanya mengingkari kewajibannya, tetapi juga membuka diri 

terhadap risiko tanggung jawab hukum yang beragam, baik dari segi perdata, pidana, maupun 

administratif. Oleh karena itu, memahami implikasi tanggung jawab hukum atas penolakan 

pengobatan adalah hal yang fundamental bagi institusi rumah sakit untuk menjaga keberlanjutan dan 

kredibilitasnya di Masyarakat (McGregor & Mills, 2021). 

Dari perspektif hukum perdata, rumah sakit memiliki kewajiban untuk melindungi hak pasien 

agar tidak dirugikan dalam bentuk apapun, termasuk melalui penolakan pengobatan yang dilakukan 

secara sepihak tanpa alasan yang sah. Jika pasien merasa dirugikan, baik secara materiil maupun 

immateriil akibat penolakan pengobatan yang tidak prosedural, pasien berhak mengajukan gugatan 

ganti rugi atas kerugian yang dialami (Craigie et al., 2019). Gugatan ini menjadi bentuk nyata dari 

tanggung jawab hukum rumah sakit yang menuntut pembayaran kompensasi dan pengakuan 

kesalahan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, risiko litigasi perdata menjadi 

ancaman serius yang harus diperhitungkan oleh manajemen rumah sakit dalam mengambil 

keputusan terkait layanan pasien (Kaye, 2018). 

Selain tanggung jawab perdata, aspek pidana juga dapat muncul apabila penolakan 

pengobatan mengakibatkan dampak yang lebih parah seperti kematian atau kerugian kesehatan 

serius pada pasien. Pasal-pasal pidana terkait kelalaian medis, malapraktik, atau pengabaian 

kewajiban profesi dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab di rumah sakit. Hal ini 

mengharuskan rumah sakit untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan 

pelayanan dan melaksanakan penolakan pengobatan sesuai prosedur hukum dan medis, guna 

meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang berujung pada proses pidana 

(Yunanto, 2016). 

Dalam ranah administratif, rumah sakit berada dalam pengawasan langsung otoritas 

kesehatan dan regulator yang memberikan izin operasional dan mengawasi standar pelayanan 

kesehatan. Penolakan pengobatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 192 UU Kesehatan dapat 
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dianggap pelanggaran administratif, yang berpotensi menyebabkan sanksi mulai dari peringatan 

tertulis, denda administratif hingga pencabutan izin rumah sakit. Sanksi administratif ini memberikan 

tekanan kepatuhan yang lebih luas, karena tidak hanya menyasar individu tetapi juga seluruh 

organisasi rumah sakit, sehingga manajemen harus cermat dalam menetapkan kebijakan pelayanan 

yang mematuhi aspek hukum (Japar et al., 2024).  

Pasal 192 UU Kesehatan sendiri memberikan ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum 

bagi rumah sakit dalam melakukan penolakan pengobatan pasien. Pasal ini mengatur secara spesifik 

kondisi yang membolehkan penolakan, antara lain keadaan dimana pengobatan tidak mungkin 

dilakukan karena keterbatasan fasilitas, kapasitas rumah sakit, atau alasan medis yang objektif 

(Utami, 2016). Hal ini memberi ruang bagi rumah sakit untuk mengelola sumber daya dan layanan 

secara rasional, namun dengan batasan yang ketat agar tidak merugikan hak pasien. Implikasi hukum 

dari penerapan pasal ini harus dipahami dengan baik agar keputusan penolakan pengobatan dapat 

dipertanggungjawabkan secara sah (Satrio Pranoto et al., 2023). 

Dalam praktiknya, rumah sakit dituntut untuk melaksanakan prosedur penolakan pengobatan 

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meliputi kewajiban untuk menyampaikan 

alasan penolakan secara jelas kepada pasien dan keluarga, serta memberikan informasi alternatif 

seperti rujukan ke fasilitas medis lainnya yang mampu menangani pasien. Ketidakpatuhan dalam hal 

ini dapat memperberat beban tanggung jawab hukum rumah sakit karena dianggap mengabaikan hak 

pasien untuk mendapatkan pengobatan sesuai standar pelayanan minimal (Lasmani, 2014). 

Tanggung jawab hukum rumah sakit juga menuntut adanya pengelolaan risiko yang 

komprehensif dan pelatihan yang memadai bagi tenaga medis serta staf terkait. Kesalahan prosedural 

yang dilakukan oleh petugas medis dalam menolak pengobatan karena kurangnya pemahaman 

aturan dan standar dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang fatal. Oleh karenanya, rumah sakit 

wajib melakukan edukasi dan pengawasan internal secara sistematis untuk memastikan bahwa 

keputusan penolakan pengobatan diambil berdasarkan dasar hukum dan medis yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Requena, 2020). 

Pada tataran hukum hak asasi manusia, penolakan pengobatan yang dilakukan tanpa alasan 

yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak 

asasi yang dijamin konstitusi. Rumah sakit harus menghormati dan melindungi hak ini dalam setiap 

aspek pelayanannya. Pelanggaran yang terjadi dapat menjadi dasar pengaduan dan gugatan di ranah 

HAM, yang menambah dimensi kompleksitas tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh institusi 

rumah sakit (Borda, 2016). 

Konsekuensi hukum bagi rumah sakit yang gagal memenuhi kewajibannya dalam 

memberikan pelayanan termasuk tidak melakukan penolakan pengobatan secara prosedural juga 

berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan 

penolakan pengobatan biasanya mendapat sorotan media dan masyarakat luas sehingga 

menciptakan dampak negatif jangka panjang bagi nama baik rumah sakit (Santoso, 2022). Oleh 

karena itu, selain aspek hukum, ada dimensi reputasi yang harus diperhatikan secara serius oleh 

manajemen rumah sakit. 

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya sebatas institusi, tetapi juga 

mencakup tanggung jawab individu seperti dokter atau tenaga medis lain yang terlibat dalam proses 

pelayanan dan penolakan pengobatan. Praktik tanggung jawab bersama harus diatur dengan jelas 
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agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab 

secara hukum apabila terjadi pelanggaran (Winslade & Winickoff, 2012). 

Rumah sakit juga harus beradaptasi dengan perkembangan hukum dan regulasi yang 

dinamis, termasuk penyesuaian terhadap standar pelayanan kesehatan nasional dan internasional 

yang mungkin berdampak terhadap ketentuan penolakan pengobatan. Memahami perkembangan ini 

menjadi bagian dari kewajiban hukum agar institusi selalu berada dalam koridor legal yang benar dan 

mengurangi risiko terkena sanksi hukum (Jansen & Wall, 2017). 

Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci dalam meminimalkan 

risiko tanggung jawab hukum rumah sakit. Mekanisme audit, monitoring pelayanan, serta pelaporan 

insiden penolakan pengobatan harus dilakukan secara berkala dan transparan. Dengan demikian, 

rumah sakit dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran sebelum bereskalasi menjadi 

sengketa hukum (Appelbaum, 2007). 

Aspek dokumentasi sangat krusial dalam konteks tanggung jawab hukum atas penolakan 

pengobatan. Setiap keputusan penolakan harus didukung dengan catatan medis dan administrasi 

yang lengkap dan akurat sebagai bukti sah ketika terjadi perselisihan hukum. Kelalaian dalam 

pendokumentasian dapat memperberat posisi hukum rumah sakit di pengadilan atau proses 

pengawasan (Pamungkas, 2016). 

Secara keseluruhan, implikasi tanggung jawab hukum rumah sakit atas penolakan 

pengobatan pasien menuntut adanya keseimbangan yang baik antara pemenuhan hak pasien dan 

kapasitas rumah sakit untuk memberikan layanan. Rumah sakit harus mengedepankan prinsip kehati-

hatian, kepatuhan hukum, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap keputusan penolakan 

pengobatan agar tidak berdampak negatif secara hukum, sosial, dan profesional. Dengan demikian, 

institusi kesehatan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin pelayanan kesehatan 

yang bermartabat dan berkeadilan. 

 

Kesimpulan 

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa; 

Pertama, Pasal 192 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 secara normatif mengatur ketentuan 

yang jelas mengenai penolakan pengobatan pasien oleh rumah sakit dengan membatasi alasan yang 

dapat diterima secara hukum dan medis. Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum yang 

melindungi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan medis yang adil dan tidak diskriminatif, 

sekaligus memberikan ruang bagi rumah sakit dalam mengelola kapasitas dan sumber daya layanan 

kesehatan secara realistis dan proporsional. 

Kedua, implikasi tanggung jawab hukum bagi rumah sakit atas penolakan pengobatan sangat 

luas dan mencakup ranah perdata, pidana, dan administratif. Rumah sakit wajib melaksanakan 

prosedur penolakan yang transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk 

menghindari risiko sengketa hukum, sanksi administratif, atau proses pidana. Tanggung jawab ini juga 

menegaskan pentingnya rumah sakit dalam menjaga prinsip akuntabilitas, dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. 

Ketiga, kajian ini menegaskan bahwa penolakan pengobatan harus selalu berlandaskan pada 

prosedur yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mekanisme pengawasan dan 

dokumentasi yang baik. Hal ini krusial untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum serta 
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menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit. Implementasi Pasal 192 secara 

efektif akan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan profesional di 

Indonesia. 
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